
GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 131 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang 	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 
121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas 
Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta perlu menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 yang ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang 
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2022; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4744); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

5. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 
72033); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022. 

KESATU 	: Menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur 
mi. 

KEDUA 	: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 
NOMOR 131 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 
2022 

PERJANJIAN KINERJA 

SATUAN KERJA 	: PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

TAHUN ANGGARAN : 2022 

A. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 

NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN 

1. Mewujudkan kota aman, 
tertib dan inklusif 

Indeks Potensi Kerawanan 
Sosial 

22,47 nilai 

2. Terwujudnya Jakarta Kota 
Tangguh Bencana 

Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan 
Kebencanaan Daerah 

6,45 nilai 

3. Terwujudnya 
pembangunan kota yang 
setara gender serta ramah 
perempuan dan anak 

1)  Indeks Pembangunan Gender 96,2 nilai 

2)  Prevalensi kekerasan 
terhadap perempuan dan 
anak 

32,4 persen 

4. Mevvujudkan manusia 
sehat, cerdas dan berkarya 

Indeks Pembangunan 
Manusia 

81,6 nilai 

5. Terwujudnya keluarga 
sejahtera 

Total Fertility Rate 2,29 nilai 

6. Meningkatnya angkatan 
kerja yang adaptif secara 
digital dan dapat terserap 
dalam pasar kerja 

Tingkat Pengangguran 
Terbuka 

8,2 persen 

7. Meningkatnya 
kewirausahaan baru yang 
berbasis pengalaman dan 
nilai tambah 

Jumlah peningkatan pelaku 
kewirausahaan 

46.552 wirausaha 

8. Tersedianya stok 
kebutuhan pangan yang 
terjamin jumlah dah 
mutunya serta terjangkau 
bagi masyarakat 

Indeks Ketahanan Pangan 78,89 nilai 

9. Terlaksananya 
pengentasan kemiskinan 
bagi seluruh masyarakat 

Tingkat Kemiskinan 3,45 persen 

10. Meningkatnya 
pertumbuhan investasi 

Realisasi Nilai Investasi 124,5 trilliun 
rupiah 

11. Meningkatnya fungsi dan 
pengelolaan infrastruktur 
pengendalian banjir dan 
abrasi 

Jumlah titik genangan banjir 0 titik 
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NO SASARAN NO INDIKATOR K1NERJA TARGET SATUAN 

12. Meningkatnya akses 
sanitasi layak dan 
berkelanjutan 

1)  Cakupan pelayanan air bersih 64 persen 

2)  Cakupan pelayanan air limbah 21,26 persen 

3)  Persentase penurunan volume 
sampah di kota 

26 persen 

13. Terwujudnya sarana dan 
prasarana transportasi 
yang aman, memadai, 
modern, terintegrasi, ramah 
linglcungan dan tedanglcau 
bagi semua warga Jakarta 

1)  Jumlah titik macet 0 titik 

2)  Persentase perjalanan 
penduduk menggunakan 
sarana kendaraan bermotor 
umum (Public Transportation 
Modal Share) 

20 persen 

14. Meningkatnya 
pemanfaatan energi dan 
ketenagalistrikan secara 
aman, andal dan 
berkelanjutan untuk 
mendukung 
pembangunan kota 

Persentase penyediaan energi 
dan ketenagalistrikan yang 
berkelanjutan 

0,15 persen 

15. Tersedianya hunian yang 
layak dan tedangkau bagi 
seluruh lapisan masyarakat 

Jumlah backlog hunian 279.355 unit 

16. Meningkatnya kesesuaian 
pemanfaatan ruang dengan 
rencana tata ruang 

Persentase penurunan 
pemanfaatan ruang yang 
tidak sesuai dengan rencana 

27 persen 

17. Meningkatnya 
profesionalitas dan iklim 
kerja aparatur 

1) Indeks Profesionalitas ASN 90 nilai 

2) Persentase sarana dan 
prasarana aparatur yang 
sesuai standar 

60 persen 

18. Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang taktis 
dan adaptif berbasis data, 
serta model organisasi 
pemerintahan yang 
dinamis 

1) Nilai/Predikat AKIP AA (91) predikat 

2) Indeks Kepuasan Masyarakat 88,5 nilai 

3) Indeks Reformasi Birokrasi 91 nilai 

4) Skor EKPPD 3,3 nilai 

5) Opini Laporan Keuangan Daerah WTP predikat 

6) Persentase Perangkat Daerah 
yang telah menggunalcan sandi 
dalam komunikasi Perangkat 
Daerah 

100 persen 

19. Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan dan 
keuangan daerah yang 
transparan, akuntabel 
serta berbasis teknologi 
informasi 

Indeks SPBE1 3,35 nilai 
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NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN 

20.  Terbangunnya kota yang 
berwawasan tata ruang 
dan lingkungan sebagai 
perwujudan kota yang 
berkelanjutan dan lestari 

Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup 

52,5 nilai 

21.  Meningkatnya kuantitas 
dan kualitas Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) yang 
adaptif 

Penambahan Rasio RTH 0,0181 persen 

22.  Melambatnya penurunan 
perrnukaan tanah 

Tingkat penurunan 
permukaan tanah (land 
subsidence) 

3,87 centimeter 

23.  Terwujudnya kawasan 
perkotaan yang layak 
huni, tertata rapi dan, 
mandiri berkelanjutan, 
berikut sarana prasarana 
pendukungnya 

Jumlah kawasan pemukiman 
kumuh 

23 RW 

24.  Terwujudnya 
pengembangan yang terus 
menerus terhadap 
kualitas penelitian, 
penciptaan dan inovasi 
yang hasilnya mudah 
digunakan oleh 
masyarakat 

Jumlah inovasi yang layak 
diikutsertakan dalam lomba 
berskala nasional 

2 Inovasi 

25.  Menjadikan Jakarta 
sebagai kota yang 
menghargai dan 
menghormati 
keanekaragatnan sosial, 
agama dan ras 

Indeks Demokrasi 88,79 nilai 

26.  Terwujudnya Jakarta 
sebagai kota tujuan wisata 
yang berdaya saing 
intemasional 

Jumlah wisatawan 6.792.774 Orang 

27.  Terwujudnya pelestarian 
kebudayaan 

Jumlah pertunjukan seni dan 
budaya baru/kreatif dan 
inovatif 

14 event 

28.  Terwujudnya pelestarian 
Cagar Budaya 

Jumlah cagar budaya yang 
dikonservasi 

10 objek 

*) Indeks e-Gov diukur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika namun sudah 
tidak digunakan lagi dan diganti dengan Indeks SPBE yang diukur oleh 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia. 
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B. PROGRAM DAN SUMBER ANGGARAN 

NO PROGRAM ANGGARAN 
(Rp) KETERANGAN 

1.  Program Pengelolaan Pendidikan 8.205.092.575.573 APBD 
2.  Program Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 
361.013.722.780 APBD 

3.  Program Kesejahteraan Rakyat 1.196.224.495.372 APBD 
4.  Program Pengelolaan Aplikasi 

Informatika 
566.132.651.364 APBD 

5.  Program Pemenuhan Upaya 
Kesehatan Perorangan dan Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

3.077.769.407.002 APBD 

6.  Program Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Manusia Kesehatan 

1.658.499.069.421 APBD 

7.  Program Sediaan Farmasi, Alat 
Kesehatan dan Makanan Minuman 

349.129.540 APBD 

8.  Program Pemberdayaan Masyarakat 
Bidang Kesehatan 

1.454.468.893 APBD 

9.  Program Penyelenggaraan Jalan 2.074.367.140.568 APBD 
10.  Program Pengembangan Jasa 

Konstruksi 
432.803.388 APBD 

11.  Program Pengelolaan Sumber Daya 
Air (SDA) 

2.737.378.416.206 APBD 

12.  Program Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem Penyediaan 
Air Minum 

54.614.975.292 APBD 

13.  Program Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem Air Limbah 

141.081.906.011 APBD 

14.  Program Pengelolaan Aspek 
Kegeologian 

9.242.639.546 APBD 

15.  Program Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem Drainase 

417.583.384.202 APBD 

16.  Program Penataan Bangunan Gedung 263.628.584.894 APBD 
17.  Program Penyelenggaraan Penataan 

Ruang 
177.512.839.223 APBD 

18.  Program Penatagunaan Tanah 1.680.000.000 APBD 
19.  Program Pengembangan Perumahan 1.024.574.340.716 APBD 
20.  499.132.683.117 APBD Program Peningkatan Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 
21.  Program Kawasan Permukiman 1.922.321.425 APBD 
22.  Program Peningkatan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum 
580.056.666.337 APBD 

23.  Program Pencegahan, 
Penanggulangan, Penyelamatan 
Kebakaran dan Penyelamatan Non 
Kebalcaran 

533.175.507.402 APBD 

24.  Program Penanggulangan Bencana 49.600.962.106 APBD 
25.  Program Pemberdayaan Sosial 28.259.699.630 APBD 
26.  Program Rehabilitasi Sosial 231.908.486.909 APBD 
27.  Program Perlindungan dan Jarninan 

Sosial 
957.865.188.364 APBD 

28.  Program Penanganan Bencana 30.561.897.703 APBD 
29.  Program Perencanaan Tenaga Kerja 96.900.000 APBD 
30.  Program Pelatihan Kerja dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 
120.650.711.127 APBD 

31.  Program Penempatan Tenaga Kerja 35.064.976.953 APBD 
32.  Program Hubungan Industrial 2.549.684.760 APBD 
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NO PROGRAM ANGGARAN 
(Rp) KE'TERANGAN 

33.  Program Pengawasan 
Ketenagakerjaan 

1.522.816.386 APBD 

34.  Program Pengelolaan Energi 
Terbarukan 

24.829.110.297 APBD 

35.  Program Pengelolaan 
Ketenagalistrikan 

6.192.196.954 APBD 

36.  Program Pengarusutamaan Gender 
dan Pemberdayaan Perempuan 

1.711.407.940 APBD 

37.  Program Perlindungan Perempuan 10.966.525.804 APBD 
38.  Program Peningkatan Kualitas 

Keluarga 
19.600.000 APBD 

39.  Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 239.618.150 APBD 
40.  Program Perlindungan Khusus Anak 2.194.952.810 APBD 
41.  Program Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan 
Masyarakat Hukum Adat 

466.181.861.054 APBD 

42.  Program Pengendalian Penduduk 14.665.495.645 APBD 
43.  Program Pembinaan Keluarga 

Berencana (KB) 
9.246.078.085 APBD 

44.  Program Pemberdayaan dan 
Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 

21.157.840.000 APBD 

45.  Program Peningkatan Diversifikasi 
dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

806.841.520.035 APBD 

46.  Program Pengawasan Keamanan Pangan 3.071.128.729 APBD 
47.  Program Pengelolaan Kelautan, 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
4.657.078.138 APBD 

48.  Program Pengelolaan Perikanan Tanglcap 7.885.065.118 APBD 
49.  Program Pengelolaan Perikanan 

Budidaya 
9.197.378.976 APED 

50.  Program Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 

460.748.330 APBD 

51.  Program Pengolahan dan Pemasaran 
Basil Perikanan 

7.087.995.938 APBD 

52.  Program Penyediaan dan 
Pengembangan Sarana Pertanian 

2.696.619.992 APBD 

53.  Program Penyediaan dan 24.146.080.066 APBD 
Pengembangan Prasarana Pertanian 

54.  Program Pengendalian Kesehatan 
Hewan dan Kesehatan Masyarakat 
Vet eriner 

3.506.459.049 APBD 

55.  Program Penyuluhan Pertanian 4.995.784.983 APBD 
56.  Program Pengendalian dan 

Penanggulangan Bencana Pertanian 
372.992.565 APBD 

57.  Program Pengembangan Sistem dan 
Pengelolaan Persampahan Regional 

425.443.499.419 APBD 

58.  Program Perencanaan Lingkungan 
Hidup 

3.061.980.000 APBD 

59.  Program Pengendalian Pencemaran 
dan/atau Kerusalcan Lingkungan 
Hidup 

20.580.134.229 APBD 

60.  Program Pengendalian Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3) dan 
Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (Limbah B3) 

4.454.012.163 APBD 

61.  Program Pembinaan dan Pengawasan 
Terhadap Izin Lingkungan dan Izin 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PPLH) 

3.030.555.633 APBD 
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NO PROGRAM ANGGARAN 
(Rp) KETERANGAN 

62.  Program Peningkatan Pendidikan, 
Pelatihan dan Penyuluhan 
Lingkungan Hidup Untuk 
Masyarakat 

3.485.584.908 APBD 

63.  Program Penanganan Pengaduan 
Linglcungan Hidup 

226.604.453 APBD 

64.  Program Pengelolaan Persampahan 2.133.008.376.276 APBD 
65.  Program Pendaftaran Penduduk 52.636.058.720 APBD 
66.  Program Pencatatan Sipil 4.783.235.513 APBD 
67.  Program Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 
255.244.862 APBD 

68.  Program Pengelolaan Profil 
Kependudukan 

246.305.587 APBD 

69.  Program Penyelenggaraan Lalu Lintas 
dan Anglcutan Jalan (LLAJ) 

5.702.892.767.360 APBD 

70.  Program Pengelolaan Pelayaran 342.341.318.888 APBD 
71.  Program Pengelolaan Perkeretaapian 8.794.799.883 APBD 
72.  Program Pengembangan Kapasitas 

Daya Saing Kepemudaan 
21.304.512.073 APBD 

73.  Program Pengelolaan Informasi dan 
Komunikasi Publlic 

60.769.360.105 APBD 

74.  Program Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral 

10.886.697.290 APBD 

75.  Program Penyelenggaraan Persandian 
untuk Pengamanan Informasi 

12.884.741.144 APBD 

76.  Program Informasi dan Komunikasi 
Publik 

7.550.953.942 APBD 

77.  Program Aplikasi Informatika 11.642.335.613 APBD 
78.  Program Pengembangan lklim 

Penanaman Modal 
1.464.613.665 APBD 

79.  Program Promosi Penanaman Modal 7.832.139.793 APBD 
80.  Program Pelayanan Penanaman Modal 158.687.461.673 APBD 
81.  Program Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal 
1.518.069.744 APBD 

82.  Program Pengelolaan Data dan 
Sistem Informasi Penanaman Modal 

14.432.469.664 APBD 

83.  Program Pemerintahan dan Otonomi 
Daerah 

71.183.296.866 APED 

84.  Program Pengembangan Daya Saing 
Keolahragaan 

655.387.138.109 APBD 

85.  Program Pengembangan Kapasitas 
	Kepramukaan 

6.746.054.000 APBD 

86.  Program Pengembangan Kapasitas 
	Daya Saing Keolahragaan 

16.097.442.940 APBD 

87.   Program Pengembangan Kebudayaan 50.531.268.149 APBD 
88.  Program Pelestarian dan Pengelolaan 
	Cagar Budaya 

32.786.899.821 APBD 

89.  Program Pengelolaan Permuseuman 6.945.482.618 APBD 
90.  Program Pembinaan Perpustakaan 49.032.152.629 APBD 
91.  Program Pengelolaan Arsip 8.571.418.447 APBD 
92.  Program Peningkatan Daya Tank 

Destinasi Pariwisata 
71.394.585.946 APBD 

93.  Program Pemasaran Pariwisata 138.740.065.664 APBD 
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NO PROGRAM ANGGARAN 
(Rp) KETERANGAN 

94.  Program Pengembangan Ekonomi 
Kreatif Melalui Pemanfaatan dan 
Perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual 

71.723.875.727 APBD 

95.  Program Pengembangan Sumber 
Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

10.475.967.606 APBD 

96.  Program Pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

1.739.174.771.810 APBD 

97.  Program Pemberdayaan dan 
Perlindungan Koperasi 

241.760.000 APBD 

98.  Program Pemberdayaan Usaha 
Menengah, Usalm. Kecil, dan Usaha 
Mikro (UMKM) 

57.166.548.623 APBD 

99.  Program Pengembangan Ekspor 29.499.279.131 APBD 
100.  Program Standardisasi clan 

Perlindungan Konsumen 
6.913.997.458 APBD 

101.  Program Penggunaan dan Pemasaran 
Produk Dalarn Negeri 

8.584.064.979 APBD 

102.  Program Perencanaan dan 
Pembangunan Industri 

97.236.662.283 APBD 

103.  Program Pengendalian Izin Usaha 
Industri 

56.620.000 APBD 

104.  Program Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian 

1.288.356.147 APBD 

105.  Program Pengembangan UMKM 337.764.740 APBD 
106.  Program Fasilitasi dan Koordinasi 

Hulcum 
2.513.465.588 APBD 

107.  Program Pengelolaan Kota 
Administrasi 

76.162.346.147 APBD 

108.  Program Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat 

20.693.707.720 APBD 

109.  Program Penataan Organisasi 527.671.050 APBD 
110.  Program Perekonornian dan 

Pembangunan 
7.098.318.780 APBD 

111.  Program Kebijakan Administrasi 
Pembangunan 

986.349.755 APBD 

112.  Program Dukungan Pelaksanaan 
Tugas dan Fungsi DPRD 

461.322.833.317 APBD 

113.  Program Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

26.711.013.397 APBD 

114.  Program Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

2.613.898.800 APBD 

115.  Program Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

5.274.100.000 APBD 

116.  Program Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

4.431.562.715.381 APBD 

117.  Program Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

77.360.815.625 APBD 

118.  Program Pengelolaan Pendapatan 
Daerah 

144.081.322.916 APBD 

119.  Program Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 

76.096.729.895 APBD 

120.  Program Kebijakan dan Pelayman 
Pengadaan Barang dan Jasa 

13.075.334.322 APBD 

121.  Program Kepegawaian Daerah 44.556.327.582 APBD 
122.  Program Penyelenggaraan 

Pengawasan 
9.571.880.760 APBD 
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NO PROGRAM ANGGARAN 
(Rp) KETERANGAN 

123.  Program Perumusan Kebijakan, 
Pendampingan dan Asistensi 

8.573.683.478 APBD 

124.  Program Pengelolaan Kecamatan 1.040.385.522.651 APED 
125.  Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pelayanan Publik 
1.392.576.182.131 APED 

126.  Program Pemberdayaan Masyarakat 
Desa dan Kelurahan 

394.610.727.473 APED 

127.  Program Pembinaan dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

16.164.725.564 APED 

128.  Program Peningkatan 
Penyelenggaraan Pemerintahan, 
Kesejahteraan Rakyat dan 
Pengembangan 

1.100.636.560 APED 

129.  Program Penguatan Ideologi 
Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

6.932.446.665 APED 

130.  Program Peningkatan Kewaspadaan 
Nasional dan Peningkatan Kualitas 
dan Fasilitasi Penanganan Konflik 
Sosial 

7.221.234.000 APED 

131.  Program Peningkatan Peran Partai 
Politik dan Lembaga Pendidikan 
Melalui Pendidikan Politik dan 
Pengembangan Etika Serta Budaya 
Politik 

29.442.752.948 APED 

132.  Program Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

14.201.194.240 APED 

133.  Program Pembina= dan 
Pengembangan Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

1.097.862.600 APED 

g  ci4UR DAERAH KHUSUS 
OTA JAKARTA, 

• 
S RASYID BASWEDAN 
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